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ABSTRAK

Eva Sulastriy Anwar, 2020, Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Dinas Pendidikan Kxhuputen Barru. Dibimbing oleh pembimbing 1 Dr.

Dlmplm Kerja Pegawai Neg \\ 1 sebagai suatu bentuk sikap
pegawai dalam menghormati;imer ahivdan taat terhadap peraturan-
: tertuhs serta sanggup
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pegawai. Hal i dlhhat dar: hasil pcm:lman pmchu yang dikaitkan dengan 3
indikator milik Handoko diantaranya Disiplin Preventif, Disiplin Korektif dan
Upaya yang dilakukan
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senantiasa mengalunkan doa dan kasih saying yang tak henti-hentinya kepada
penulis. Doa dan dedikasi yang selalu diberikan kepada penulis dan menjadi
motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studinya.

Selain itu skripsi ini selesai juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh
karena itulah dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan rasa hormat
yang sebesar-besarnya kepada.
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dan membantu untuk memberi semangat penulis hingea penyelesaian skripsi
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(1) atas segala bantuannya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
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disiplin,PNS vang

melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin, serta ketentuan lebih
lanjut mengenasi djsipiin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal | yang
berbunyi disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil
untuk menghindari larangan dan menaati kewajiban yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar




Dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang dimaksud
yaitu peraturan vang mengatur saksi, larangan dan kewajiban, Apabila kewajiban

~ kewajiban tidak di taati atau dilanggar oleh pegawai negeri sipil.
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kebenaran, masalah disiplin kerja masih banyak terjadi dilihat dari penggunaan
jam kerja pegawai vang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada

kepentingan organisasi (instansi), Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa

peneliti mengambil judul Disiplin Kerja PNS..




Kinerja pegawai vang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
dapat dikatakan belum begitu baik, sehingga perlu adanya kedisiplinan dan

lingkungan kerja yvang baik lagi sehingga juga dapat berdampak pada kemampuan

kerja pegawai. Menurut pengama lin pegawai juga telah diataur

dengan jelas misalnya mas  dan Pulang pukul 16.00, namun
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menghimbau K _ epala Bagian

agar memberikan contoh atau keteladanan kepada para bawahannya.

Dalam penelitian Imron Arifin dkk (2018), mengenai Strategi Prevenuf
dalam menumbuhkan kedisiplinan pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip
Pemerintah Kota Probolinggo. Dijelaskan bahwa Tingkat disiplin kerja yang

dilakukan pegawai kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo sudah tinggi,

dalam membentuki kedisiplina pegawai diperlukan sebuah strategi agar




kedisiplinan pegawai tidak mengalami penurunan.tulah pula lah yang harus
dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru agar kedisiplinan

pegawai dapat mengalami peningkatan.
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Disiplin Preventif sangatlah penting dalam upaya agar karyawan dapat
mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. sehingga peyelewengan-
penyelewengan dapat dicegah. Adapula kegiatan Disiplin Korektif yang diambil
untuk  menangani pelan_ggmrl terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk
menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut.kegiatan korektif sering berupa
suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan . sebagai contoh




tindakan pendisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing. Misalnya yang
terjadi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru apabila Karyawan atau

pegawai melanggar aturan seperti keterlambatan yang sering terjadi maka akan
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|.Bagaimana disiplin preventif Pegawai negeri sipil di kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Barru?

2.Bagaimanakah disiplin korektif Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Barru dalam melakukan pekerjaannya?

3.Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin PNS di
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru?




C.TUJUAN PENELITIAN
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui disiplin preventif pegawai negeri sipil dikantor

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
dan wacana bagi para elit eksekutif dan legislative dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang berwibawa dan bersih.
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TINJAUAN PUSTAKA

A.PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian yang mem in kerja pegawai negeri sipil
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ditetapkan, seperti banyaknya pegawai yang tidak ikut serta mengikuti apel
serta tidak memberi kabar saat keluar kantor pada jam kerja. Hal tersebut
menunjukkan sikap yang kurang memiliki kesadaran diri pegawai dan

kurangnya rasa tanggung jawab pegawai terhadap kewajibannya di kantor




3. Tomi Jaffisa dkk (2017). Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Kantor Kecamatan. Dalam penelitiannya terlihat adanya

pengaruh peranan camat dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja

terkhusus pada pelayanan kepada masyarakat,
5. Abdul Mahsyar (2011), Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam

Perspektif Administrasi Publik. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa
publik selalu menuntat kualitas pelayanan publik dari birokrat, sebab

pelayanan publik yang tegadi selama ini ditandai dengan hal-hak seperti

berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan. Isu-isu mengenai
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pelayanan publik di Indonesia yang menjadi masalah utama dari pelayanan
publik saat ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara penelitian yang
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diberikan kepadanya. Menegakkan suatu kedisiplinan penting bagi suatu instansi,
sebab kedisiplinan berisikan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pegawai.
Kedisiplinan merupakan fungsi operative MSDM yang terpenting, karena
semakin baik disiplin disiplin pegawai pada suatu instansi, maka semakin tinggi
prestasi kerja yang dapat dicapai.(Rivai, 2009:824). Hal itu sesuai dengan yang ada
di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dengan diterapkannya disiplin
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diharapkan kinerja pegawai dapat berjalan dengan efektif dan dengan adanya
disiplin pegawai akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam

pelaksanaan tugas, sehingga akan memperoleh hasil vang maksimal. Dengan

//1/9;7' wa

mengetahu standar-standar operasional dalam bekerja

Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,
perlu adanya disiplin kerja yang baik dari personil yang bersangkutan. Hasibuan
(1996:212) mengemukakan bahwa disiplin yang baik mencerminkan besarnya
tanggung jawab sescorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya, karena hal
ini akan mendorong gairah atau semangat kerja dan mendorong terwujudnya
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tujuan organisasi. Jadi, semangat scorang pegawai pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru digambarkan sebagai suatu perasaan, semangat kelompok,

kegembiaraan dan kegiatan.Pegawai-pegawai dengan semnagat yang tinggi

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru apabila pegawai melanggar aturan

disiplin akan dijatuhi sanksi hukuman. Hukuman diperlukan untuk meningkatkan
kedisiplinan dan mendidik pegawainya usupaya menaati semua peraturan yang
ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barmi. Pemberian hukuman dilakukan

secara adil dan tegas terhadap semua pegawai, dengan demikian sasaran

pemberian hukuman akan tercapai.
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Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk
mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya unttk meningkatkan kesadaran

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma

« pS iU HA;  Pendidian

mengenai
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untuk menaati semua peraturan suatu organisasi dan norma-norma social yang
berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara suka rela menaati semua
peraturan dan sadar akan ftugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan
mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik. bukan atas paksaan.
Kesediaan ialah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai
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dengan peraturan. Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta
melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun karena tidak terpaksa.
2. Tujuan Disiplin Kerja

Tujuan utama disiplin ad

mungkin dengan cara me
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berkomunikasi dengan para karyawan agar karyawan mau berbuat seperti apa
yang dianjurkan oleh atasan dan sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah
ditetapkan.

Menegakkan suatu kedisiplinan penting bagi perusahaan, sebab kedisiplinan
berisikan peraturan-peraturan yang harus ditaati karyawan.Dengan kedisiplinan
diharapkan dapat membuat pekerjaan seefisien mungkin.Disiplin kerja dapat




dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi
maupun bagi para karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin
terpeliharanya tata tertib dan Kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh
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c. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan
Jasa organisasi acbaik-baiknys-.

d. Para pegawai dan berpartisipasi sesuai dengan norma- norma yang berlaku
pada organisasi.

e. Pegawai mampu menghasilkan produktifitas yang tinggi sesuai dengan harapan
‘organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
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Dengan adanya tujuan dan disiplin yang jelas, pegawai bisa menaati semua
peraturan- peraturan dengan sukarela dan tanpa adanya peksaan sehingga dapat
tercipta etos kerja yang baik dan menjalin hubungan harmonis sesame pegawai.Ini

in kerja untuk diterapkan disemua
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menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan
sesuai dengan pedoman yang berlaku.Pada disiplin korektif, pegawai yang
melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,
dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.
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¢. Upaya Peningkatan Disiplin
Upaya peningkatan disiplin merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh

mengemukakan beberapa fungsi disiplin antara lain :

a. Menata kehidupan bersama
b. Membangun kepribadian
¢. Melatih kepnbadmn

d. Pemaksaan

¢. Hukaman
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f. Menciptakan
Maka dari itu fungsi disiplin kerja adalah sebagai pembentukan sikap,

perilaku dan tata kehidupan berdisiplin didalam lingkungan ditempat seseorang itu

berada, termaksuk iinglrl.m ra tercipta suasana tertib dan teratur

5
§

g. Selama kerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan alasan

yang tidak tepat dan hampir tidak pernah absen karena sakit.
Devis (2001:130) berpendapat bahwa disiplin kerja memerlukan perhatian
proses yang seharusnya. Berarti bahwa prosedur harus menunjuknn pegawal yang

bersangkutan benar-benar terlihat. Keperluan proses yang seharusnya it
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dimaksudkan adalah: pertama, suatu prasangka yang tak bersalah sampai
pembuktian pegawai berperan dalam pelanggaran. Kedua, hak untuk didengar
dalam beberapa kasus terwakilkan oleh pegawai lain. Ketiga, disiplin itu

51\". ////'unv\\\\

\j

Aturan tentang apa vang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para
pegawai.
7. Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja
Handoko (2012:209) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin  kerja
karyawan adalah sebagai berikut:

a.  Tujuan dan kemampuan.
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Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan,
tentu saja pada dasarnya pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus

sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut, agar karyawan tersebut disiplin dan

e. Pengawasan.

Pengawasan adalah tindakan yang paling efektif untuk mewujudkan
kedisiplinan kerja karyawan tersebut.

Disiplin kerja yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada

bawahan, karena itu sangatlah perlu bila disiplin mendapat penanganan insentif



dari semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari

suatu organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

8. Proses Mengukur Disiplin Kerja
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pegawai memiliki disiplin kerja yang baik, juga menunjukan kepatuhan
pegawai terhadaporganisasi.

e. Memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap
disiplin kerja, dengan adanya tanggung jawab terhadap tugasnya maka

menunjukan disiplin kerja pegawaitinggi.




Disiplin mencakup berbagai bidang dan cara pandangnya. Menurut
Guntur(2000 : 34-35), ada beberapa sikap disiplin yang perlu dikelola dalam

pekerjaan yaitu :
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disiplin dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten, dan impersonal
a. Pemberian Peringatan

Pegawai vang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan,
pertama. kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar pegawai
yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukan. Disamping itu




pula surat peringatan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

memberikan penilaian kondite pegawai.

b. Pemberian Sanksi Harus Segera

Pegawai yang melanggar 'dibﬁrikan sanksi vang sesual

[ujuannya, agar pegawai yang
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yang berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku
untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan  peraturan
yang berlaku diperusahaan.

Pentingnya disiplin kerja Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan
disiplin adalah salah satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut. Tujuan

utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan




cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk
mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan

perlengkapan kerja, yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian, sendagurau atau
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terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin,PNS
vang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin serta Pada
tahun 2010, peraturan tentang Disiplin PNS disempurnakan lagi dengan
dikeluarkanya peraturan pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. PP No 53 Tahun 2010 ini diberlakukan pada bulan Juni

2010 hingga saat ini, schingga segala hal yang berhubungan dengan Disiplin
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PNS mengacunya pada peraturan tersebut. Jadi, bentuk disiplin PNS adalah
yang mengacu pada PP No 53 tahun 2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15

larangan, sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan pada PP

\\“ih/[//j
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Sumber : PP No 53 Tahun 2010
D. KERANGKA PIKIR

Umumnya disiplin kerja dapat terlihat apabila karyawan dapat
mematuhi aturan- aturan yang berlaku seperi datang ke kantor teratur tepat
waktu dan aturan-aturan lainnya. Adapun indicator - indicator dari disiplin
kerja menurut Handoko (2012)
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1. Disiplin Preventif yaitu kegiatan vang dilaksanakan untuk mendorong para
karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, schingga peyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah.
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 KABUPATENBARRU

&
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> | Mendorong Pegawai Agar Memiliki
Disiplin Terhadap Diri Sendiri dan
dapat bertanggun jawab

Gambar 2.1. Kerangka Pikir




D. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di

Kantor DinasPendidikan Kabupaten Bapfu, maka peneliti memfokuskan pada

aspek Disiplin Pegawai Negeri /\m. nenelitian ini masih bersifat
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2. Mendisiplinkan diri
Disiplin diri adalah suatu cara untuk melatih diri PNS yang bersangkutan
untuk berupaya tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tertib dan teratur dalam
bekerja, dan selalu merasa bertanggung jawab dalam melakukan tugas di
Kantor DinasPendidikan Kabupaten Barru
3. Pedoman kerja

Pedoman kerja yaitu suatu standar yang secara tertulis digunakan untuk

27




mendorong dan menggerakkan pekerja agar melakukan pekerjaannya sehingpa
tujuan dalam bekerja akan tercapai di Kantor DinasPendidikan Kabupaten

Barru

b. Disipin korektif adalah tindaks

yang melanggar aturan-at
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3. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara terhadap PNS meruoakan pemberhentian
yang mengakibatkan PNS kehilangan untuk sementara waktu statusnya
sebagai seorang PNS. Pemberhentian sementara PNS apabila diangkat menjadi
pejabat Negara dan melakukan kejahatan tindakan pidana maka akan
diberhentian sementara sebagai PNS.




4. Pemecatan

Pemecatan atau pemberhentian sebagai PNS merupakan pemberhentian

yang dapat menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan

sebagai pegawai negeri sipil. PNS rhentikan secara tidak hormat

akan kehilangan hak-hak
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Membuat sisitem reward (penghargaan) yaitu upaya yang dilakukan
dalam bentuk penghargaan vang diberikan kepada pegawai sebagai apresiasi

akan sikap yang selalu taat terhadap aturan dan pekerjaannya, Penghargaan

dimaksudkan untuk mendorong pegawai selalu menaati peraturan dan berpikir

kembali jika ingin melanggar suatu aturan.
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3. Memberikan pemahaman tentang konsekuensi pelanggaran aturan
Memberikan pemahaman tentang konsekuensi pelanggaran aturan yaitu

pegawai sebelumnya sudah mengetahui sanksi yang akan diberikan seperti

yang tertera dalam PP Republik lndonesia:Nomor 53 Tahun 2010 tantang

Disiplin Pegawai Negeri Si




BAB ITI
METODE PENELITIAN
A.WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan

'\ ten Barru  tepatnya Di Dinas
/ N

A, Bau Massepe No. 68,

Adapun tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah fenomenologi

yang akan menggalih data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan

esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek
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penelitian. Penelitian fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan
menelaah focus fenomena yang hendak diteliti yang melihat berbagai aspek

subjektif dari perilaku objek. Pe.nggalian data ini dilakukan dengan melakukan
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Disini peneliti memilih informan yaitu pegawai negeri sipil vaitu

Tabel 3.1
Informan
NO INFORMAN

! Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barru

2 Sekretanis Dinas Pendidikan Kab. Barru
3 Bidang Pembinaan Paud dan Non Formal
4

5

Bidang Kebudayaan
Pegawai yang mendapat sanksi indispliner




D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

\\\\‘\‘uh////

A\Y
]
’/’

33

Kemudian  menentukan  narasumber atau  responden  dan  terakhir

mempersiapkan pertanyaan yang akan dibahas.

Mengadakan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi
sebanyak mungkin, dengan menggunakan instrumen berupa pedoman
wawancara tidak terstruktur yang telah disiapkan terlebih dahulu, schingga

pertanyaan yang diajukan dapat mencapai sasaran vang dikehendaki.



‘¢. Dokumentasi

Dokumentasi dapar berupa gambar dan tulisan. Dokumentasi merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif.
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2. Triangulasi antar peneliti

Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam
pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya pengetahuan
mengenai informasi vang digali dari subjek penelitian
3. Triangulasi meteode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara
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yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara,
observasi, dan survey. Metode wawancara dan observasi atau pengamatan

dilakukan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu dapat menggunakan informan
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yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, itu artinya data tersebut valid
sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti
dengan berbagai penafsirannya tidak di sepakati oleh pemberi data, maka peneliti
perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam,
maka peneliti harus mengubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa

vang diberikan oleh pemberi data. Jadi, wjuan membercheck adalah agar
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informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai
dengan apa yang di maksud sumber data atau informan.
E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam
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tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi,
b. Penyajian Data ( Dara Display)

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antarkategori dan sejenisnya, hal paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
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Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami
apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah dipahami tersebut.

Alur penting yang keduad

data.penyajian data paling
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HASIL DAN PEMBAHASAN
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Melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan

melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencangkup
pembantuan  pendidikan, pengawasan, penyusunan program pendidikan
daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga
memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga
menjadi Pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah
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dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga
bimbel,
Sumber daya manusia vang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru

terdiri tenaga administrasi/non

Jf

ingin dicapai. berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan focus strategi

yang jelas, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu
menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan,
tantangan vang dihadapi serta isu-isu strategis dan mengacu pada visi yang telah
disampaikan oleh bupati/wakil bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015
maka visi kabupaten barru tahun 2016-2021 adalah:
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“terwujudnya  kabupaten barru  lebih  maju,sejahtera, taat  azas  dan
bermartabat yang bernafaskan keagamaan"
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan kabupaten barru selama

\\\\uillh/[//

\\\\ ) A\\

b
g N
S ’?;;./// f'ff/ Z

\‘
'___——-

/' Jl» N\

=
, =0

Bernafaskan keagamaan mengandung arti : seluruh aktivitas dilaksanakan oleh
pemerintah dan/ atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan baik

proses maupun hasil kegiatan.
Rumusan visi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal dan internal vang mempengaruhi serta kekuatan,

kelemahan,peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi
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disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka

mencapai perwujudan visi.

Adapun keterkaitan visi dan misidaerah kabupaten barru bisa dilihat pada

table dibawah ini ;
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Tujuan pemerintah daerah kabupaten barru periode 2016-2021 pada sector

pendidikan yang tertuang dalam renstra dinas pendidikan adalah berpijak pada
rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan, juga berdasarkan pada hasil
pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Rumusan tentang tujuan
dan sasaran strategis adalah untuk mengambarkan ukuran terlaksananya misi dan
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tercapainya visi. Tujuan strategis dinas pendidikan kabupaten barru tahun 2016-
2021 adalah peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan terjangkau, Tujuan

strategis ini merupakan penjabaran dan mendukung misi 2 kabupaten barru 2016-

N
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a. Kepala Dinas

b. Secretaniat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Program
b) Sub Bagian Keuangan

¢) Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia



. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal
terdiri dari:
a) Seksi-seksi Kurikulum dan Penilaian
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b)  Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

¢) Seksi Tenaga-l{ahudayaan
g Unit Pelaksana Teknis (UPT)

h. Kelompok jabatan Fungsional
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi
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Berdasarkan peraturan Bupati Barru nomor 51 tahun 2016 tentang susunan
organisasi, kedudukan,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru dimana ditetapkan tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten
Barru adalah melakukan urusan pemeriniah kabupaten berdasarkan azas otonomi
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engan-penyelewengan  dapat  dicegah.untuk
mengetahui lebih jelas mengenai disiplin preventif dan disiplin korektif yang

terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru maka dilakukan penclitian
sebagai berikut:




I. Disiplin Preventif
Diketahui bahwa disiplin preventif merupakan kegiatan yang dilakukan agar
dapat mendorong pegawai dalam mematuhi berbagai peraturan vang telah dibuat
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“Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru melihat
kedisiplinan hal yang selalu diterapkan dalam melakukan segala
pekerjaan untuk lebih tercapainya keberhasilan dalam mencapai
tujuan. Tentu dikantor ini juga selalu menerapkan disiplin preventif
dan disiplin korektif untuk mengatur karyawan. Aturan dan saksi yang
digunakan dalam disiplin preventif maupun korektif tetap sesuai
dengan yang ada dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pasal 86 Nomor 53
Tahun 2010 yang telah mengatur mengenai displin pegawai negeri
sipil” (wawancara dengan Bapak AAA, 13/10/2020)
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa
pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru jelas menerapkan yang namanya
Disiplin Preventif kepada para karyawan dengan mendisiplinkan dirinya dengan

/ dengan aturan yang ada pada

Aparatur Sipil Negara, serta PNS
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Bekerja dengan jujur, tertib,cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara,

Masuk kerja dan meaati ketentuan jam kerja, Mencapai sasaran kerja pegawai
yang ditetapkan, Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Setiap pegawai wajib untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan
berdasarkan Undang — Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin




sesuai PP No 53 Pasal 3 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selain aturan yang
telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, Dikantor Dinas Pendidikan Kab

Barru memiliki prinsip-prinsip dalam melakukan pekerjaan untuk menjaga agar
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baik dalam mematuhi segala aturan yang ada dibuktikan dengan masih sangat
kurangnya pelanggaran yang dilakukan. Jika pun terdapat pelanggaran yang
sering terjadi bisa dikatakan pelanggaran ringan”. (bapak AAA. 13/10/2020)

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa dalam penerapan aturan-
aturan di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru sudah berjalan dengan baik dan

pegawai dianggap telah mematuhi aturan-aturan yang ada. Bentuk pelanggaran di
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Kantor Dinas Pendidikan Kab Barru dapat dikatakan sangat kecil karena rata-rata
bentuk pelanggaran yang ada scperti jam datang kerja yang masih ada yang tidak

sesuai dengan aturan

2) Perbut mengenai kode etik PNS

Selain terdapat aturdnls g Nowor 5 Tahun 2014 tentang
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Daerah serta memacu kinerja Pegawai Negeri Sipil juga dapat menjaga
keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja PNS, Keluarga dan Masyarakat.
Harapan atas adanya peraturan yang mengatur segala macam sikap dan tingka
laku PNS dijelaskan oleh bapak AAA dibawal ini

“Dengan adanya peraturan- peraturan yang ada diharapkan kepada

seluruh  pegawai untuk tetap menjaga agar  selalu melakukan

pendisiplinan diri sehingga pegawai dapat bertanggung jawab dengan
baik terhadap pekerjaannya serta dapat mejadi contoh yang baik bagi




pegawai lain schingga dapat terciptanya keharmonisan di lingkup
pemerintahan  Dinas Pendidikan Kabupaten Barru” (Bapak AAA,
13/10/2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dengan adanya
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disiplin preventif dapat tercapai. Seperti yang dikatakan oleh bapak AH mengenai
tujuan dari adanya disiplin preventif

“Yang dikatakan dm:plm preventif itu upaya vyang dilakukan
terkhususnya oleh pimpinan untuk menggerakkan pegawai agar
mengikuti dan mematuhi aturan-aturan atau pedoman-pedoman dalam
pekerjaanya. Den,-gnn adanyan disiplin preventif ini dimaksudkan
dengan tujuan agar dapat mcndﬂmug pegawai agar dapat memiliki
disiplin diri, dengan cara ini pegawai dapat menegakkan disiplin
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dirinya tanpa harus melibatkan pimpinan untuk memaksanya. Namun
jika pegawai tidak dﬂpat mendisiplinkan dirinya maka tentu harus
diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh
pemerintah™,(wawancara AH 06/10/2020)
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Adanya harapan kepada pegawai untuk tetap melaksanakan disiplin diri dengan

baik dengan mengikuti aturan.

Dalam pendisiplinan diri PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
dikatakan sudah mampu menjalankan sebagian besar kewajiban seperti yang

dikatakan lagi oleh bapak AAA dibawah ini:




"Dalam melakukan aktifutas pelaksanaan pekerjaan umumnya
pegawai disini baik PNS maupun Non PNS sudash memahami dan
mampu melaksanakan pekerjaanya sendiri sesuai dengan tupoksinya
serta mempunyai tujuan dalam bekerja karenanya untuk mencapai
sebuah organisasi atau instansi yang baik maka dibutuhkan pegawai
yang berdisiplin dalam melakukan pekerjaannya™ (wawancara dengan
Bapak AAA, 13/10/2020

;)'/1 i wa

////lu i‘“\

e ol thﬂAN
jn’m 16:00 SE5 \ﬂmm.-...—wé‘-n

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MA bahwa di Kantor Dinas
Pendidikan Kab.Barru tingkat pelanggaran yang terjadi hanya mengenai
keterlambatan datang kekantor ini termaksud pelanggaran ringan dan sanksi yang

diberikan biasanya berupa teguran secara lisan atau teguran secara tertulis,
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Berdasarkan hasil dari penilitian juga dibuktikan bahwa memang
sebagaian besar pegawai banyak yang ketika datang kekantor tidak tepat waktu

karna sesuatu hal. Ada pula yang tidak berada dikantor pada jam kantor namun itu

umum bagi seluruh anggota organisasi,Pimpinan bertanggung jawab menciptakan

iklim organisasi dalam rangka pendisiplinan preventif,

Ketiga hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen terhadap pegawai yang
telah dijelaskan di atas dapat menjadi acuan dalam proses dukungan terhadap

pegawai sehingga dapat melakukan pﬁrﬂisiplimn diri secara baik tentunya.




Berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan hasil dari penelitian

mengenai disiplin diri pegawai disimpulkan bahwa tingkat disiplin diri pegawai

pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru sudah dapat dikatakan berjalan
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“Terkait disiplin pegawai disini sudah baik sekali karna kita disini
disiplinnya sudah mengikuti ketentuan SOP dalam bekerja seperti
Masukkerja jam 7: 30 kemudian istirahat 12:00 pulang jam 16:00.
Jadi mereka itu disiplin, disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin
berpakaian, disiplin aturan dan scbagamya.Snandar Operasional
Prosedur dilingkup pemerintah Kab barru juga telah diatur dalam
Perbup Nomor 25 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur
pelayanan publik™.(wawancara dengan Bapak AH, 06/10/2020)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AH dijelaskan bahwa dalam

proses pendisiplinan pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Kab.Barru telah

mengikuti SOP yang telah diatur dalam pedoman kerja vang didalamnya

sehingga tingkat disiplin preventif dapat berjalan dengan baik. Adanya prinsip
kerja yang diterapkan di Kantor Dinas Pendidikan Kab, Barru dapat membuat
pegawai memiliki acuan untuk tetap selalu mematuhi aturan-aturan dalam bekerja
dan mengurangi pelanggaran dalam bekena, sehingga tujuan dari adanya disiplin
preventif akan tercapai. Selain terdapat prinsip2 dalam bekerja maka PNS tentu
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wajib mengetahui macam-macam Disiplin yang ada di Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru ini yang dijelaskan oleh oleh bapak MA dibawah ini:

“Macam-macam disiplin yang ada disini,yaitu disiplin preventif dan

i melekat pada ASN yaitu disiplin
isiplin berpakaian . dan itu semua
- jadi funsinya disiplin disini
ASN bisa tau dan
diberikan dan waktu
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Barru merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Disiplin
PNS. Dalam upaya pendisiplinan preventif, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Barru berupaya agar pegawai mengetahui dan memahami standar atau semua
pedoman serta peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Apabila pegawai
tidak mengetahui standar yang diharapkan, perilaku mereka cenderung tidak

menentu atau salah arah maka pegawai berhak diberikan sanksi sesuai dengan
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peraturan yang telah ditentukan sebelumnya.untuk melihat pegawai dalam
pendisiplinan diri dapat dilihat dari tindakan-tindakan sehariharinya dikantor.

seperti wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barru cara mengukur

disiplin pe_gmmi:
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ditentukan maka dapat menunjukkan bahwa karvawan memiliki disiplin kerja

yang baik juga menunjukkan kepatuhan karyawan terhadap terhadap organisasi
Berdasarkan penelitian dan penjelasan yang diberikan oleh narasumber di

atas bahwa Pegawai dikantor dinas pendidikan Kab.Barru datang kekantor tepat

waktu dan teratur khususnya PNS yang telah mengikuti aturan yang ditetapkan
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dengan datang kekantor tepat waktu dibuktikan dengan pengabsenan vang
dilakukan. Namun saat ini dimasa pendemi virus covid19 pengabsenan dilakukan

secara tertulis dan sebelum pendemi pengabsenan dilakukan menggunakan

fatau non fisi

mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung).

Berdasarkan hasil dari penelitian dilihat dari cara mengukur disiplin kerja
karvawan dikatakan bahwa pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
tingkat disiplin kerjanya sudah baik dengan diikuti dari berbagai ukuran dalam

pendisiplinan pegawai yang telah dijelaskan diatas.
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2. Disiplin Korektif
Suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan
discbut Disiplin Korektif. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya

agaren yang diskolar
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internal motivation pegawai untuk mau memperbaiki kesalahan tersebut untuk
kemajuan pegawai itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru terdapat pegawai vang telah mendapatkan peingatan lisan
sepertiyang dijelaskan oleh bapak MA dibawah ini:
“ya tentu ada, karna terdapat pegawai yang malas yang biasa diberi
teguran lisan dan dalam pemberian teguran lisan itu penting untuk

meninjau alasan serta bukti dari adanya indisipliner. Kita tanyakan
kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi alasan dan kondisi




mereka.mungkin saja situasi dan keadaan yang mereka alami lebih
kompleks dari yang terpikir.pastikan juga mereka memahami peran
dan tugas posisi yang dipegangnya, mungkin saja mereka tidak
disiplin karna tidak mengerti tanggung jawab mereka”. (wawancara
dengan Bapak MA, 07/12/2020)

terjadi di Dinas pendidikan Kab. Barru dijelaskan oleh bapak AAA:

“pelanggaran yag sering terjadi disini biasanya pegawai yang
terlambat datang kekantor. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
terjadinya pelanggaran disiplin itu biasanya kama adanya urusan
dirumah seperti mengantar anak kesekolah.macetatau ada yang istri
atau suami yang sedang sakit itu termaksud faktor yang dapat
membuat terjadinya pelanggaran. Namun seperti vang sudah saya
katakana sebelumnya hal pribadi seperti itu tidak akan dimaklumi
tetapi setelah kita mengetahui persoalannya kita kasih support dan
tidak bisa dimaklumi saja. Kita kasih support semangat supaya bisa
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kembali berkinerja sama seperti sebelumnya dan kita berikan sedikit
solusi.kita ini manusia bukan robot ada hal hal yang mungkin kalau
dari sisi kita agak sedikit bisa kasih tolerir”. (wawancara dengan
bapak AAA, 13/10/2020) '

Berdasarkan hasil wawancara di atas diatas pegawai atau PNS yang

Berat atau ringannya sanksi hukuman yang diterapkan mempengaruhi
baik buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi hukuman harus diterapkan dengan
pertimbangan logis, masuk akal dan di informasikan secara jelas kepada semua
pegawai. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya
hukuman itu tetap mendidik pegawai untuk mengubah perilakunnya. Sanksi

hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat
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mendidik dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan instansi.
Adapula perbandingan mengenai jumlah pelanggaran dari tahun 2017-2019 yang
dijelaskan oleh bapak MA dibawah ini:

nya 4 orang yang malas dan
ng dari 2017-2019 tpi dari
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Terlambat masuk | Teguran
3 017 |
201 L Qg kantor fisan

Sumber ; Dinas Pendidikan Kab.Barru

Berdasarkan tabel di atas jumlah pelanggaran dari tahun 2017-2019

mengalami penurunan, rata-rata jenis pelanggaran yang terjadi Dinas Pendidikan
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Kab.Barru mengenai keterlambatan masuk kantor, jenis pelanggaran tersebut

dapat dikategorikan pelanggaran ringan dan sanksi yang tepat untuk pelanggaran

tersebut berupa teguran secara lisan. Ini membuktikan bahwa ketika pegawai di

melihat sudah ada perubahan tidak dilaksanan peringatan tertulis lagi”.(Bapak
MA,07/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru belum pernah mengeluarkan peringatan secara tertulis, rata-rata
peringatan yang dikeluarkan berupa peringatan lisan. Sebab jenis pelanggaran
vang terjadi di Dinas Pendidikan Kab. Barru sebatas pelanggaran jam masuk




kantor dan setiap pemberian peringatan lisan kebanyakan telah terjadi perubahan
untuk tidak mengulangi kesalahan.

Pelanggaran yang sering terjaditdi Dinas Pendidikan Kabupaten Barru

mengenai pelanggaran ringan dan A* zgaran yang dapat dikatakan
berat. Berat atau ri
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diri secara langsung kepada bawahan agar sebelum teguran dikeluarkan terlebih
dahulu telah mengetahui sebab sehingga terjadi pelaggaran. Namun jika alasan
dari tindakan pelanggarannya dapat diterima tidak langsung diberi kelolosan
untuk mendapatkan teguran lisan.tetap akan diberikan teguran berbentuk lisan
bukan tulisan,
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Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pimpinan merupakan upaya-
upaya untuk tetap mendukung pegawai baik PNS ataupun Non PNS untuk tetap

selalu mematuhi aturan-aturan dalam bekerja, Agar pegawai tersebut juga tidak

/ /
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pelanggamn yang dilakukan stabdar-standar sa_;a {mwnnnam dengan
Bapak MA 07/12/2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pemberhentian
sementara kepada pegawai dilingkup Dinas Penddikan Kab. Barru belum pernah
terjadi sampai saat ini. Pemberhentian sementara dapat dikeluarkan apabilah
pegawai melakukan pelanggaran yang sudah ada sangkutannya dengan pihak

berwajib dengan kata lain pegawai menjadi tersangka tindak pidana. Penjelasan




lain mengenai pemberhentian sementara dijelaskan juga oleh bapak MA dibawah

ini;

“Apabilah seorang PNS menjadi tersangka tindak pidana dan diyakini
kebenaran dugaan yang disangkakan pihak yang berwajib kepada PNS
j pat  dibay: sebsar 50% dari gaji pokok
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maka surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan PNS tersebut akan
dicabut dan hak-hak Kepegawaian selama pemberhentian sementara tersebut
dibayarkan kembali. Sedangkan PNS yang terbukti dipengadilan melakukan
kejahatan tindak pidana schingga dijatubi hukuman pidana penjara, dan apabila
putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka

penyelesaian lebih lanjut tindakan administratif kepada PNS tersebut didasarkan




kepada pasal 23 avat (3) atau ayat (4) atau ayat (5) Undang-Undang N omor 43
Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 8 atau pasal 9

peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tebtabf Disiplin PNS.

Pemecatan ata il erupakan pemberhentian

2j berkedudukan

terdapat surat keluar untuk pemecatan terhadap kasus tersebut. Dijelaskan juga

bahwa pemberhentian sebagai PNS atau pemecatan bagi PNS terbagi atas 2 vaitu
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan

hormat sebagau PNS,

Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yaitu

pegawai menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-




undangan yang berlaku antara lain hak atas pension. PNS yang diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai PNS akan kehilangan hak-hak kepegawaiannya

antara lain pension, Bapak MA juga menjelaskan mengenai jenis-jenis alasan

sehingga terjadi pemberhentian seba baik yang terhormat maupun yang

tidak terhormat dibawah ini;
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bekerja pada pe

atail masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggung jawabkan.

Sedangkan pemberhentian secara tidak terhormat kepada PNS jga terjadi
karena meliputi dua jal yaitu dihukum penjara berdasarkan putusab pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan
pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih dari itu dan

melakukan pelanggaran disiplin berat karena hal tersebut telah melanggar
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sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatam karena tidak setia
kepada pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara dan pemerinta.

¢. Upaya Peningkatan Disiplin Kerja

Reformasi birokrasi p

perilaku yang baik dengan cara selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dalam upaya peningkatan disiplin pegawai bapak AAA selaku
Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan cara memperkuat perilaku karyawan agar
tetap baik dan berdisiplin
“Sebelum menuntut  kedisiplinan kepada karyawan tentu selaku
pimpinan harus terlebih dahulu mencontohakan selalu sikap disiplin

terlebih dahulu. Serta harus selalu menciptakan lingkungan kerja yang
harmonis. nyaman dan kondusif selalu berkomunikasi kepada pegawai
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lain serta dalam pemberian sanksi tentu harus adil dan selalu
transparan”. (wawancara dengan Bapak AAA,13/10/2020).

Berdasarkan  hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam

mempertkuat perilaku pegawai agar tetap baik dalam berdisiplin tentu harus

IA’”}"‘ \’*‘uw
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dianggap bentuk pelanggaran ringan sebab yang terjadi di Dinas Pendidikan

Kabupaten Barru jenis pelanggarannya sebatas terlambat untuk datang kekantor.

Jadi upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai dengan memperkuat
perilaku pegawai yang baik sudah dapat dikatakan lumayan baik dan dijelaskan

juga oleh bapak MA beliau mengatakan “Perilaku pegawai disini dalam mematuhi




mn

aturan- aturan yang ada terkhusus dalam melakukan pekerjaannya sava rasa sudah

dapat dikatakan dengan baik dan disiplin ya” (wawancara dengan Bapak MA

13/10/2020)

kejujuran, kedisiplinan dan prestaske kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.. Dalam proses pemberian
reward bapak MA menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan proses pemberian reward kepada pegawai negeri sipil
sudah sesuai dengan peraturan yang ada seperti penilaian dari BKD,
jadi setiap PNS yang selalu rajin bekerja, absennya bagus maka kami
memberikan hadiah bagi PNS yang berperestasi. kalau prosesnya
melalui BKD kami hanya menerima laporannya saja dan itu diusul
dari badan kepegawaian dacrah yang tentu dilakukan penilan yang
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berdasarkan indicator-indikator penilaian untuk prestasi pegawai
negeri sipil”. (wawancara dengan bapak MA, 07/12/20)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pelaksanaan

proses pemberian reward kepada pegawai negeri sipil dilakukan sesuai

A
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mendapatkan penghargaan. Bentuk penghargaan yang diberikan dijelaskan oleh

bapak MA di bawah ini:

“Bentuk penghargaan yang diberikan kepada PNS yang dimana
kinerja dan tingkah lakunya sudah sesuai dengan indicator-indikator
penilaian akan diberika reward/penghargaan yang sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti pemberian
tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas
untuk pengembangan kompetensi atau kesempatan menghadiri acara
resmi atau acara kenegaraan.pemberian penghargaan diberikaan pada




saal acara peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-75 kemarin
".(wawancara dengan bapak MA, 07/12/20)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penghargaan yang diberikan
kepada pegawai negeri sipil yang sudahssesuai dengan indicator penilaian yang

aimana dimaksud yang sesuai dengan
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Tabel 4.3 _
Daftar Pegawai Negeri Sipil Penerima Penghargaan 2019

No Nama/Nip Rukin m Ranking
A. Kategori Jabatan Struktural

Andi Adnan Aziz
|| Nip:19750709 19951 £5.50 I

ﬂ
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015 mum i

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Barru

Tabel di atas merupakan daftar pegawai yang mendapatkan penghargaan
satya lencana di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Barru Tahun 2019, Pemberian

penghargaan kepada pegawai negeri sipil berprestasi diberikan saat memperingati
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Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang dipilih berdasarkan hasil penilaian dari
BKD yang sudah berdasarkan bobot nilai tertinggi dari setiap kategori dan
dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sebagai pegawai

negeri sipil berprestasi.
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corang pegawai i
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pegawai sebagai upaya untuk mendisiplinkan pegawai. Pembinaan preventif
dilakukan kepada seluruh PNS Kantor Dinas Pendidilkan Kabupaten Barru
dengan cara mensosialisasikan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara sera PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan
Peraturan Bupati Barru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kode Etik PNS lingkup

pemerintahan Kabupaten Barru. Pembinaan disiplin korektif dilakukan pada PNS
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vang melanggar disiplin dengan cara menjatuhi hukuman disiplin, Hukuman
disiplin dikategorikan menjadi tiga, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan

berat. Pembinaan disiplin terhadap PNS secara umum memberikan dampak yang
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: cepada seluruh ASN dengan
melihat pola kinerja termaksuk juga apabilah terjadi penurunan
disiplin kita juga melakukan pendekatan personal kita Tanya apakah
ada masalah diramah apa yang menyebabkan sampai agak lambat
datang dll ada juga yang istrinya sakit antar anaknya kesekolah.
Untuk melihat secara jelas tentang perbandingan capaian kinerja dari
tahun sebelumnya dapat dilihat dilaporan kinerja instansi pemerinta
ada di bagian umum dibawah adek bisa lihat disana.” (wawancara
dengan Bapak AAA,13/10/2020)

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa capaian kinerja Disiplin Preventif
di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dari tahun ke tahun semakin bagus




karna pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru menggunakan pendekatan
humanis kepada pegawainya schingga memiliki semangat kerja dalam

mengerjakan tugas tugasnya selain pendekatan humanis ada juga asas diagnostic

vang dilakukan oleh seorang pi

o

’\ //’ "ll\“\\\ q”
\ - ]

berupa teguran lisan langsung.

C.PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Disiplin Kerja
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Dapat
diketahui bahwa pendisiplinan pegawai negeri sipil sangatlah perlu dilakukan saat

ini. Mengingat hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai negeri




sipil dan citra bagi instansi terkait. Secara umum pendisiplinan baik pendisiplinan
preventif maupun korektif merupakan usaha untuk menanamkan nilai atau

dorongan agar pegawai negeri sipil memiliki kemampuan untuk menaati sebuah
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(2001).
a, Disiplin Preventi

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan
teori dari Handoko dan penelitian terdahulu oleh Imron Arifin (2018) yang
mengatakan bahwa disiplin preventif merupakan kegiatan pendisiplinan atas
kesadaran sendiri untuk mendorong para pegawai negeri sipil agar mengikuti
berbagai standar dan aturan, sehingga peyelewengan-penyelewengan dapat
dicegah dan kedisiplinan pegawai diperlukan sebuah strategi agar kedisiplinan




pegawai tidak mengalami penurunan, juga menurut Tomi Jaffisa (2017) yang
mengatakan atasan memiliki peran yang penting dalam mendukung pendisiplinan

diri pegawai untuk dapat selalu memotivasi bawahannya untuk selalu menjaga

agar selalu disiplin diri maupun dkcfja. Berdasarkan peneliti jika

dilihat dari teon vang dig -./, an terdahulu sudah relevan karna

AT

Hrad  Kary:

aturan yang diberlakukan yang sesuai dengan aturan vang ada pada Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan
pasal 86 yang mengatakan bahwa dalam menjamin terpeliharanya tata tertib
dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi aturan disiplin PNS,
instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta

melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin,PNS yang melakukan




pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin serta PP Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Kerja PNS yang mana didalamnya dijelaskan pada pasal 3.Setiap
pegawai wajib untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain aturan
yang telah ditetapkan ﬂeba!nmny *mh, Dikantor Dinas Pendidikan

Kab Barru terdapat Peraturs

"; / I;w Priacaes \y)
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dengan aturan.
2. Mendisiplinkan Diri

Berdasarkan teori handoko dan penelitian terdahulu oleh Imron Arifin
(2018) dan Tomy Jaffisa (2017) dimana dalam melakukan disiplin preventif
penting untuk mendisiplinkan diri terlebih dahulu serta atasan yang memiliki
peran yang penting dalam mendukung pegawai dalam mendisiplinkan dirinya dan




81

yang peneliti temukan pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru juga
mempunyai tujuan untuk mendisiplinkan pegawai melalui kesadaran diri dari

pegawai. Dengan adanya disiplin diri pegawai diharapkan kepada pegawainya
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vang peneliti temukan pada Dinas Pendidikan Kab.Barru juga memiliki pedoma-
pedoman dalam bekerja,seperti telah mengikuti Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang diatur dalam Perbup Nomor 25 Tahun 2010 tentang Standar
Operasional Pelayanan Publik Lingkup Pemerintahan Kab.Barru yang didalamnya
dijelaskan scluruh prosedur dalam hal pelayanan publik juga di jelaskan jam

masuk, jam istirahat serta jam pulang kerja. Serta aturan dalam berpakaian, aturan




dalam bekerja dan sebagainy. Dinas Pendidikan Kab.Barru juga memiliki prinsip-
prinsip dalam melakukan pekerjaan schingga tingkat disiplin preventif dapat

berjalan dengan baik. Adanya prinsip kerja yang diterapkan di Kantor Dinas
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kerja sudah menggunaka pakaian sesuai dengan aturan serta dalam melayani
ataupun dalam menyelesaikan pekerjaan dikatakan cepat dan baik
b. Disiplin Korektif

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan
teori dari Handoko dimana Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk

menangani pelanggaran terhadap aturan — aturan dan mencoba untuk menghindari




pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut dengan cara pemberian sanksi. Tindakan ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut sehingga
tindakan dimasa yang akan datang akan sesuai dengan standar. Tingkat dan jenis
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Korektif memiliki 4 sub indicator;
1. Peringatan lisan

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan
teori dari Handoko dan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri Laledak (2019)
dan Sri Hantuti (2018) yang mengatakan bahwa pada kenyataannya masih

banyaknya PNS yang lalai akan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, pada




penclitian ini dimana Pemberian peringatan lisan di berikan sebagai salah satu
cara untuk mendisiplinkan pegawai agar ada titik jera sehingga tidak melanggar

afuran yang di tetapkan dan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kab. Barru pernah

dialami oleh beberapa pegawai telah melakukan pelanggaran.

Peringatan lisan dapat dikai / peringatan yang diberikan
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direndahkan dan dipermalukan. Bentuk pelanggaran yang biasa terjadi pada Dinas

Pendidikan Kab. Barru yaitu pegawai atau PNS yang melakukan pelanggaran
ringan seperti datang kekantor tidak tepat waktu dan biasanya sanksi yang
diberikan berupa teguran secara lisan. Berat atau ringannya sanksi hukuman yang
diterapkan mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi hukuman
harus diterapkan dengan pertimbangan logis, masuk akal dan di informasikan




secara jelas kepada semua pegawai. dijelaskan pula bahwa dari tahun ketahun
tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai memiliki penurunan yang

sangat bagus. Rata-rata jenis pelanggaran yang terjadi di Dinas Pendidikan
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Kabupaten Barru mengenai pelanggaran ringan dan belum terjadi pelanggaran
yang dapat dikatakan berat. Pada Dinas Pendidikan Kab. Barru setiap ada yang
melakukan pelanggaran disiplin, pimpinan terlebih dahulu melakukan pendekatan
langsung kepada bawahan yang melakukan pelanggaran. Karena dengan
melakukan pendekatan sebelum mengeluarkan teguran lebih efektif untuk lebih

mendekatkan diri secara langsung kepada bawahan agar sebelum teguran




dikeluarkan terlebih dahulu telah mengetahui sebab sehingga terjadi pelaggaran,
Namun jika alasan dari tindakan pelanggarannya dapat diterima tidak langsung

diberi kelolosan untuk mendapatkan teguran lisan,tetap akan diberikan teguran
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pegawai melakukan pelanggaran yang sudah ada sangkutannya dengan pihak
berwajib dengan kata lain pegawai menjadi tersangka tindak pidana. Dijelaskan
juga mengenai pemberhentian sementara PNS yang dimana PNS yang terlibat
masalah hukum dan belum terbukti kebenaran sesungguhnya. Bagi yang tidak
diyakini kebenaran dugaan yang disangkakan oleh pihak yang berwajib maka gaji

yang dibayarkan sebesar 75% dari gaji pokok sedangkan bagi yang diyakini
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kebenaraan dugaan yang disangkakan pihak yang berwajib kepada PNS tersebut
maka gaji yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan sementara dari

Jabatannya sebanyak 50%. Bagi PNS yang telah ada penyelesaian hukum dari
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bahwa pada dasarnya pegawai masih banyak yang melakukan pelanggaran aturan
dan akan diberikan sanksi sesuai dengan porsi pelanggaran aturan vang dilakukan.
Menurut peneliti yang ditemukan pada Dinas Pendidikan Kab. Barru belum
pernah terjadi hal-hal mengenai pemecatan serta kasus ingin berpoligami bagi
pegawai laki-laki belum pemnah terjadi. jadi belum terdapat surat keluar untuk
pemecatan terhadap kasus tersebut. Dijelaskan juga bahwa pemberhentian sebagai




PNS atau pemecatan bagi PNS terbagi atas 2 yaitu pemberhentian dengan hormat
scbagai PNS  dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagau PNS.

Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil vaitu pegawai
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lebih dari itu dan melakukan pelanggaran disiplin berat karena hal tersebut telah
melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatam karena
tidak setia kepada pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara dan pemerintah,
¢. Upaya peningkatan disiplin

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan

teori dari Handoko, dimana upaya peningkatan disiplin adalah suatu cara vang




dilakukan pemerintah agar dapat memberikan rasa tanggung jawab yang besar
kepada pegawai. Sedangkan menurut Tomi Jaffisa (2017) dan Imron Arifin (2018)

yang mengatan bahwa dalam proses pendukungan pegawai agar tetap melakukan

disiplin dalam bekerja tentu akan dipégan
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image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karna dengan
perbaikan kulitas pelayanan publik yang semakin baik dapat mempengaruhi

Kepuasan masyarakat schingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
dapat dibangun kembali. Penelitian yang dilakukan didapatkan dimana Dalam
mempertkuat perilaku pegawai agar tetap baik dalam berdisiplin tentu harus
dimulai dari pimpinan yang selalu disiplin dalam bekerja, selalu menjaga




hubungan antar sesame dengan selalu menciptakan lingkungan kerja yang
harmonis, Segala bentuk yang mendukung untuk berperilaku disiplin yang baik

scharusnya mampu untuk mendorong pegawai untuk berperilaku yang baik

semangat kerja bagi pegawai. Sedangkan hasil yang di dapatkan peneliti di Dinas
Pendidikan Kab.Barru dimana Pemberian penghargaan kepada pegawai Dinas
Pendidikan Kab.Barru merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada
pegawai sebagai bentuk apresiasi akan sikap yang selalu taat terhadap aturan dan
pekerjaannya. Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk mendorong pegawai
selalu menaati peraturan dan berpikir kembali jika melanggar suatu aturan. Dalam
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pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara
dijelaskan bahwa PNS vyang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan
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istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi atau kesempatan
menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.
3. Membetikan Pemahaman Konsekuensi Pelanggaran Aturan

Berdasarkan teori handoko yang digunakan oleh peneliti. Tomi Jaffisa
(2017) dan Imron Arifin (2018) dimana seorang atasan memiliki peranan penting

dalam memberikan contoh yang kepada bawahannya untuk tetap menjaga agar




pegawal dapat bekerja secara baik, serta tetap harus memberikan pemahaman
konsekuensi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Dalam penelitian

vang di lakukan di mana Pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru telah

menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, bahwa capaian kinerja Disiplin

Preventif di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dari tahun ke tahun
semakin bagus kama pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
menggunakan penkatan humanis kepada pegawainya selain melakukan sosialisasi
aturan schingga memiliki semangat kerja dalam mengerjakan tugas tugasnya

selain pendekatan humanis ada juga asas diagnostic. di Kantor Dinas Pendidikan
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Kab.Barru jika terdapat pelanggaran berat atau ringan akan tetap dijatuhi
hukuman sesuai dengan sanksi yang tekah ditetapkan dalam pp no 53 tahun 2010,

Berhubung tingkat pelanggaran yang sering terjadi di Dinas Pendidikan Kab.




A.KESIMPULAN

Berdasarkan data van
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diﬁipliﬂ kﬁ‘lja SUdan dengan diik i At }[ﬂ_[[g mla]] ijelﬂkm pada
bab sebelumnya serta tingkat disiplin preventif pegawai pada Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Barru sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan

masih kurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dikantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Barru,




2. Disiplin Korektif di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru juga menerapka disiplin

korektif untuk mendisiplinkan pegawai. Disiplin Korektif Dinas Pendidikan Kab.

Barru juga sudah dapat dikatakan lu sebab pada proses pendisiplinan

N\

ingatan lisan karena jenis

pimpinan serta pemberian penghargaan kepada pegawai berkinirja bagus juga

sudah melakukan sosialisasi peraturan mengenai aturan yang wajib di ikuti oleh
pegawai. Segala proses pemberian reward semuanya melalui BKD dan Dinas
Pendidikan Kab.Barru hanva menerima laporannya serta sesuai indicator-
indikator penilaiannya. penghargaan sebagaimana dimaksud berupa pemberian

satya lencana yang dilakukan pada peringatan hari ulang tahun RI. Pimpinan




Dinas Pendidikan Kabupaten Barru telah melakukan sosialisasi peraturan kepada
pegawai sebagai upaya untuk mendisiplinkan pegawai. Pembinaan preventif

dilakukan kepada seluruh PNS Kantor Dinas Pendidilkan Kabupaten Barru

3. Ada beberapa pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru selalu
taat mematuhi aturan seperti datang tepat waktu dan pulang sesuai jam pulang.
Disiplin pegawai negeri sipil seperti ini seharusnya diberikan apresiasi
sehingga pegawai negeri sipil akan lebih merasa dihargai dan maksimal lagi
dalam bekerja dan mematuhi segala aturan




4. Disiplin itu terwujud tidak hanya bersifat insidentil, artinya ketika adanya

teguran, peringatan bahkan kecaman dari atasan barulah sikap disiplin it

diperhatikan, melainkan harus ditanamkan scbagai symbol patriotism yang
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1. Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barru
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3. Wawancara serta foto bersama Kepala Dinas Pendidikan

4. Wawancars serta foto bersama Sekertaris sekuligus KA Bidang

Kebudayaan Dinas Pendidikan Kab. Barru
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. Wawancara sekaligus fot bersama KA bidang pembinaan PAUD dan
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